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TENTANG

Menimbang :a

b.

C.

Mengingat : 1.

2.

3.

I

l.l*. dalam rangka memberikan kepastianhukum, menjamin pembagian dana desa setiafl.embang secara merata dan berkeadilan, perlu diaturTata Cara pembagian dan penetapan Rincial Dana
Desa setiap lembang;
bahwa berdasarkan pasat 19 ayat (1) peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
222/PMK.O7 /2020 tentang pengelolaan Dala Desa,
Tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap
Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pertu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pefirbagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Lembang di Kabupaten Tana Toraja Tahun AngJqaran
2021;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat lI di Sulawesi
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaral Negara Republik
lndonesia Nomor 5495);

Undang-Unda:rg Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 558)

sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
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Pc.ubahan l(edua Atas Undang_Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 fVo_o. Sg,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan pelaksanaan Undang-Undang Norno. iTahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan bmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengal peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan
Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahu 2014
tentang Peraturan pelaksaraan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yarig Bersumber dari Anggaran pendapata;
dan Belanja Negara (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16g, Tambahaa
lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 555g),
sebagaimara telah diubah terakhir dengan pe.aturan
Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5g64);
Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 20 Tahun 2O1g
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1g Nomor 61 1);
Peraturan Menteri Desa, pembaagunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 ?ahun 2O2O
tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Talun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
103s);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.O7 /2020 tentang pengelolaan Dana Desa
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
16+r);

Peraturan Daerah Kabupaten Tarla Toraja Nomor 2
Tahun 2013 tentang penetapan Nama dan Jumlah
Kecamatan, Kelurahan dan lembang dalam Kabupaten
Tana Toraja (L€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2013 Nomor 2);
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lO. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4

Tahun 2020 tentang Anggaran pendapataldan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (l€mbaran Dae;
Kabupaten Tana Toraia Talun 2O2O Nomor O4);

I l. Peraturan Bupati Tana Torqia Nomor 03 Tahun 2020
tentang Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Lembang
(Berita Daerah Kabupaten Tana Tora,ja Tahun 2O2d
Nomor O3);

lf. Peraruran Bupatr Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2O2OrcnLajrg penJabaran Anggaran pendapatan dan Belanjarraerah tahun Anggaran 2O2l (Berita Ou..jlKaDuparen l'ana Toraja Tahun 2O2O Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANC
DAN PENETAPAN RINCIAN
LEMBANG DI KABUPATEN
ANCGARAN 2O2I .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

TATA CARA PEMBAGIAN
DANA DESA

TANA TORA.JA
SETIAP
TAHUN

2

Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsurpenyelenggara Pemerintaha-n Daerah yang memimpin p.I"t""rru&
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerall otonom.
Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
Kabupaten adalah Kabupaten Tana Torqia.
Lembang adalah nama lain dari Desa yang mempakan kesatuan
masvarakat hukum ,\,ang memiliki batas wilayah yang berwenar_rg
untrrk mengatur dan mengurus urusan pemerintatran, kepentingan
maslar':lkat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau ha-k tradisional yang diakui dan dihormati dalam
srstem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Oesa yang ditralsfer
melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabipaten dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pem;rintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dar
pemberdayaan masyarakat.
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Alokasi Dasar adalah alokasi \
rerrpnrr. darr ,-;.;" ;Li-: 

dihirung berdasarkan persenrase
kepcda s"r ra p ,.;;";;";;.t 

uesa vang dibasi secara merara
AIok.rsr qtrrmasi adaiah alo 

klasler jumiah pendudUk.

rertrngsat dan Desa 
"""*", 1:,-':i diberikan kepada Desa

penduduk miskin tingei. 
*' terhnSgal yang memiliki jumlah

Alokasi Kine!.a adala} alokas.
memirir.*,asrr fel;; ffff',J.ff-dibenkan kepada desa yang
,lrorasr Formula adajah akindikator j,-r"h ;;;;d,u*1111''1. .dihitung berdasarkan
*,rayar, oesa. ;"[";;;:, "t*' anska kemiskinan Desa. luas
habupaten. kesu[tar geogralis Desa setiap
Pemerintah L.embang adalah l
r.embang ."0;r;;-;;"",.';:;:,I':^11 3-oT* dibantu peranskat

Jun.rah D,,,- ,nr,"n , ".,.i'o.'nggara 
Pemerintahan l,embang.

Dalam \,,g-p, 
ucsa )ang dilelapkalr oleh Kementerjan

Kantor pelavanan perbendah
disinskar *".r -'"o.,." ' ,ILj1^1- 

*-"*1o- vans selanjutnya
perbendaharaanr;;;;'.;":ilij;"x,ii*T*Hl..r?I,"J3
Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BendalaraUmum Negara.
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O:U:l"* Kas Umum Negara yang setanjutnya disingkat RKUN

1i1"1,::i::,".y 
tempat penyimpanarr uans nesara yans ditentukanv,L. vrcrrrrn Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untukmenampung seluruh pengeluaran negaia pada bank sentral.R:k:ninC Kas Umum Daerah, yarrg selanjutnya disingkat RKUD,adal"h rekening tempat penyimpanan uarlg daerah yang ditentukanoren ijupatl untuk menampung seluruh penerimaan daerah danmembayar seluruh pengeluaran daerah p^a" t".rl. y..rg ar,"*OU."

Rekening Kas l€mbang, yang selanjutnya disingkat Rfl, aaaatrekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Lembang yarrgmenampung seluruh penerimaan Irmbang dan untuk -"riu"y_seluruh pengeluaran I-embang pada bank yang ditetapka!.
Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat Sppadalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat liomitmen,
yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau
tidak mampu di Lembang yang bersumber dari Dana Desa untuk
mengurangi clampal ekonomi akibat adanya Corona Virus Disease
2019 (COVID, r9).
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BAB U

JUMLAH LEMBANG

iT#rtrd*Hhi,#rT:Tffii+f;*$
,I'ATA 

CARA PENCHITUNBAB 
II

n A N R I N C IA I\:SJTLTLBJ'C;X|, 
CDA 

NA D ESA

_ Bagian Kesatu
tala Cara penghitungan pembagian Dana Desa

pasal 3* ":*:**ilx"-"::J;'i::::L,T;'T:1iJfH
a. Alokasi Dasar setiap l.embang;
b. Alokasi Afirmasi setiap l,embang;
c. Alokasi Kinerja setiap lembang; dan
d. Alokasi Formula setiap Lembang.

Rincian Dana De
Anggaran 2021.
berdasarkan:

Pasal 4
(1) Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud daram pasal 3huruf a cljtentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang

bersumbe. dari Kementerian Dalam Negeri dengal ketentuan:
a. Rp.481 .573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tima

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi I_embang dengan jumlah
penduduk sampai dengan 1OO (seratus) jiwa;

b. Rp.561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah
penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan
1.000 (seribu) jiwa;

c. Rp.641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus
tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi kmbang dengan jumtah
penduduk sampai dengan 1.001 (seribu satu) sampai dengan
5.000 (lima ribu)iiwa;

d. Rp.721.575 000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus
tujuh plLluh lima ribu rupiah) bagi l€mbang dengan jumlah
penduduk sampai dengan 5.001 (lima ribu satul sampai dengan
10.000 (sepulu ribu) jiwa;

e. Rp.80 1.576.00,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh pulul
enam ribu rupiah) bagi lcmbang dengan jumlah penduduk diatas
10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
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(1)

(2)

AA Desa

Keterangan
AA Desa
DD
DST

Pasal 6
(1) tembang penerima Alokasi Kineda

sebagaimana dimaksud da_lam pasal

pasal 5
Alokasi Afirmasi setiap l€mbang sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 huruf b diberikan kepada lembang tertinggal dan l,embang sangat
tertinggal l ang memiliki jumlal penduduk miskin tinggi.
Besaran Alokasi Alirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud
pada avar (1) dihitung dengan rumus:

DT

= (0,O1 x DD) / {(2 x DS! + (l x DT)}

= Alokasi Afirmasi setiap Desa
= pagu Darta Desa nasional
= jumlah Desa sangat tertinggal yang memilikijumlal penduduk miskin tinggi

= jumlah Desa tertingga.l yarg memiliki penduduk
miskin tinggi

setiap Daerah
3 huruf c

Kabupaten
ditentukan

berdasalkan krircria utama dall kriteria kinerja.
(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Lembang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
(3) Kriteria kineqa sebagaimana dimal<sud pada ayat (l) berdasarkan

urutan l.€mbang yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung
dengan menggunakan rumus:
Skor Kinerja = {(0,20xy1) +O,2Oxy2) r(O,2Sxy3) + (0,35xy4))
Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap L€mbang
Yl = pengelolaan keuangan I.embang
Y2 = pengelolaan Dana Desa
Y3 = capaiar keluaran Dana Desa
Y4 = capaian hasil pembangunan I_embang

(4) Pengelolaan keuangan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) din ilai dari:
a. perubahan rasio pendapatan Asli I_embang terhadap total

pendapatan APBL dengan bobot 5oo/o (lima puluh persen); dan
b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap

total belanja bidang APBL dengan bobot 50elo (lima puluh
persenl.

(5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
dari:

a. persentase sesuai bidang pembalgunan dan pemberdayaan
sebagaimana prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa
dengan bobot 55% (tima puluh tima persen); dan
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b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola
dengan bobot 45yo (empat puluh lima persen).

(6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimala dimaksud pada ayat (3)
dinilai dari:

persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengaa bobot 50p/o
(lima puluh persen); dan
persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot S0% (lima
puluh persen).

(7) Capaian hasil pembangunan t€mbang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dinilai dari:
a. perubahan skor indeks Lembang membangun denga.n bobot

3Ooo (trga pu luh persen)r
b. perubahan status l_embang indeks Irmbang membangun

dengan bobot 3oolo (tiga puluh persen);
c. status L,embang indeks tembang membangun teral<hir denga!

bobot I oyo (sepuluh persen);
ci. perbaikan jumlah penduduk miskin Iembang dengan bobot 3oyo

(tiga puluh persen).
(8 Alokasi Kine4a setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dihitung dengan mengguna,kan rumus:
AK Desa = (0,03 x DD) / (0,1 x Jumtah Desa)
Keterangan I

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah Desa nasiona.l

(9) Data APBL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari
Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggat, dan
Transmigrasi.

(10) Data realisasi penyerapar dan capirial keluaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi
Online Monitoring Sistem perbendaharaan dan Anggaran Negara
(oM SPAN).

b

(1) Besaran Alokasi Formula
Pasal 7

setiap l€mbang sebagaimana dimaksud
da.lam Pasat 3 huruf d dihitung dengan bobot darr data perhitungan:
a. 1O7o (sepuluh persen) untukjumlah penduduk:
b. 4oolo (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan
c. 2o9lo (dua putuh persen) untuk luas wilayah; dan
d. 3Oo/o (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(5) Besaran Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud
pada ayat ( I ) dihitung dengan menggunakan rumus:
AF Desa = l(0,t0 x 21) +(O,4Ox22)+ lO,2O xZgl + (0,30 x Z4)) x AF
Kab.



Pasal 9

= Alokasi Formula sedap Desa
= rasio jumlah penduduk setiar

_ 
pen d ud u k oe sl ;;;, *; ;:l 

"rill"l;'r.o 
uo,.,^,

=,rasio. jumlah penduduk rniskin setiap Desarerhadap total penduduk miskin Desa Kab.Tana Toraja
-- 

ii.s]o 
tu.is Mlayah setiap Desa rerhadap total

.t"11^" L,l.r"n ?esa 
Kabupaten rana Toraja

::",o ln. setiap Desa rerhadap tKcuesa Kabupaten TaIa Toraja..{lokasi Formula Kabupakn Tana .l.oraJa.

Bagian Kedua
Klncran Dana Desa seriap tembaag

AF Kab

Penetapan Rincran Dana o."u u ""' '
r oraJa rahun Anggaran zozt 

""Lt^1l,"jfitp 
Lembang di Kabupaten Tanay,,g-"iup;r,";i"*,lll'rH!?,9."j*t",Iili,f If :Hg:m.Hffi : 

j
r\4 EKA N r s M E oo, ..*."oHlfo luo"*^r, ** DANA DESA

Bagiaa Kesatu
Mekanisme penyaluran

(l)Dana llesa ctisalur.kal) ciari RKUN ke RKL melalui RKUD.(2J Penvalrrr:. n,n.- n^-^ ^,-:l+11'ri,;.?i:i,.";::""'_::.*#ff 
ffi "i'#fr ;,s.J.li.*?,iJ",!1i

,., :T p"ny.rr.1n dana hasil pemobngan o"". o.L f.."n?i..*
'";:I;ff :il,"',#.:i_;.,fi :,,ff ,#_1T:r::*I"':H*J:;

pada ayat 12) dilaksanakan berdasarkai 
",_,."i- ur.".pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

{4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dilakukan dalarn 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

Tahap I sebesar 4oyo (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa,
setiap trmbang dengal rincian:
l. 407" (empat puluh persen) dar-i pagu Dana Desa setiap

Lembang dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan
Januari; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai
dengan bulan kelima paling cepat bulan Jaauari untuk bulan
kesatu dan paling cepat masing-maeing bulan berkenaan
untuk bulan kedua sampai dengan buLan kelima.

pada ayar (1)

a

-8-
Keteranganj

AF Desa

ZI

23

24
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b Tatap lI sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desasetiap Lembang, dengan rinciar:I 409o (srnpql puluh persen) d1n pagu Dana Desa setiapl,embang dikurangj kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desabulan 

.keempat 
sampai dengan bulan kesepuluh O"ra*' *rr,br,rlan Maret. dan

2. kebut-han Dana Desa untui. RI_T Dca. h,,l-- r_^^_^_

.d 
e n gan b u lan u*. o, rn' o"*X 

t#: 
T"ilT,fi Tffi _"iTffikeenam dan paling cepat masing-masing bulan U".tu.r^i

_ _ 

untuk buian ketujuh sampai dengan Uuta., t""eputut ; i.r,Tahap,lll sebesar 2Oyo (dua puluh persen) dari p"g,. O"rr* O""^setiap Lembang, dengan rincian:

c

1 2.OYo ldua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Lembaagdikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan'
kesebelas sampai dengan bulan kedua tetas palng cepai
bulan Juni; dan
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelassampai dengan kedua belas pa-ling cepat "kil-;r;Novenrber bulan kedua belas.

2

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran

Pasal 10
(1) Penyaluran Dana Desa dilaksana_kaa setelah KpA penyaluran DanaAlokasi Khusus Fisik dan Dana Desa -"rr".ii^ dokumen

persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar,
dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4)
hurufa angka I berupa:
1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan

penetapan rincian Dana Desa setiap t embang;
2. peraturan l,embang mengenai ApBL; dan
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat {4)
huruf b ar-rgka l berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Iaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
seCikit sebesar 50% (lirna puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35yo (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkal;

3. peraturan kepala l€mbang mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Lembang
mengenai penetapan tidal terdapat keluarga penerima manfaat
BLT Desa; dan
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4. berita acara dan r
RXUII anrara 

""-..Uor",,r.", 

kumulatif sisa Dana Desa di
berasai dari. 

)rintai Daerah dan kepala KppN yang

al sjsa Dana Desa

IiXT ::tr;- ;il iil:rffi ",il';,rffi ,.1n_?:
b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampaidengan Tahun Anggamn 2019; dan

c. talap Ill sebesar sebagaimala dima.ksud da.lam pasal 9 ayat (4)huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desasampai dengan tahap II menunlukkan ."ta-."-t"= ."^ri"."ipenyerapan paling sedikit sebesar 90Zo (sembilan puluh persen)dan rata_rata capaian keluararr _"""qi"U."" i"fllg seaikitsebesar 757o (tujuh puluh lima persen) ar., O".r.'il"" t^t"p ffyang telah disalurkan; dan
2. iaporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Lembangtahun aaggaran sebelumnya.

(2) Dalam hal Lembang tidal melaksa:ra.kan BLT Desa Tahun Anggaran2020 selama 9 {sembilan) bulan, selain p"."ya."t"., 
"ui"g^i-ur"dimal<sud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap IITahun Anggaran 2O2l j\ga ditarnbahkan dokumen p"."rrr aunberupa peraturan kepala l€mbang mengenai tiaat teralpat catonkeluarga penerima manfaat BLT Desa y"rlg In"-".r].lhi *i ".i.dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

{3) Dalam hal Bupati melakukan perubahaa peraturan Bupati mengenai
tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap
Lembang. selain persr.aratan sebagaimana dimaksud pada ayat (11
huruf c dan a]ar (2) hurul b juga ditambahkan dokumen persyaratan
berupa peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian
dan penetapan rincian Dana Desa setiap l,embang.

(4) Bupati bertalggung jawab untuk menerbitka:r surat kuasa
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 untuk seluruh lembang, dan wajib disampaikan
pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I
pertama kali.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimal<sud pada ayat
(t) disampaikan dengan surat pengantar yang ditaldatangani oleh
Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dokumen persYaratan penyalural Dana Desa sebagaimana
climaksud pada a)at (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital
(softcop] l atau dokumen fisik (hardcopy).

(7) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diolah dan dihasilkar melalui aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Aaggaran Negara (OM SPAN).
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(1) Dana Desa Tahap , ,",J;t"ii,rhan BLT Desa bulan kesatusampai dengan bulan kelim
ayat (4), hu;r a anr* ;;;l3,,ffi :I;J?*:lu u* "*",a. memenuhi persyaratan sebagaimana aim*"uAidr- pasal 1Oayat (lJ huruf a dan r

pen erima -".,r"". ""o";",ff :fl jr.,:ffil i:ffi , ix,aT:belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desabulan kesatu: dan
b. Dana Desa untuk BLT f

kerima u n t u k -.","* ;;';J:'ff :tl,:ffi ,":,Ttr#:;
melakukan perekaman realisasi jumlah t,"tu^rgi;"rr".irnu
manfaat bulan sebelumnva

12)

(3)

(.+)

(s)

(6)

Penyaluran Dana Desa Taha
dimaksud aar^- p"s"il;T,-i l#;"#:: :Tffirkeenam sampai dengan bulan kesepuluh _.-"i.rg_-""1r1, i,-,r",disalurkan setelah Bupati melakukan p"."t"_"., ."i""*i"_*
keluarga penerima manfaat bular sebelumnva-
Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk 

-Bl,T 
Desa sebagaimana

dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf c angka Z l,.,ir-tJrU,
kesebelas sampai dengan bularl kedua belas masing_masing Uutan
disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman ialisasilumiaf,
kelua.ga pcnerima manlaat bulan sebelumnva.
Perekaman sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) sampai dengan
avat (3) dilakukan melalui aplikasi Ontine Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaian Negara (OM SpAN).
Perekaman sebagaimala dimaksud pada ayat (4) untuk
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kedua belas dilakukan paling tambat tanggal 31 Desember.
Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimalsud pada
ayatr(1) huruf a, merupakar jumlah yang diperoleh dari rea.lisasi
jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun
sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa tahun berkenaan_
Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa,
Danil Dcsil cljsalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud
clalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk
BL'l'llesa.
Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Lembang mengenai
ketetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati
menyampaikan perubahan peraturan kepala kmbang dimaksud
melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaha-raan dan
Anggara,n Negara (OM SPAN) paling lambat talggal 31 Desember.

(7)

(8)
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(9) Dafam hal pen_valuran Dana Desa untuk BLT Desa bular kesatu

tidak dilaksanakan mula.i bulan Januari, penyaluran Dana Desa
untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sampai
dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sarnpai dengan butal yang
belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman
.ealisasi jrrmlah keluarga penedma manfaat BLT Desa bulan
sebclurnnr iL.

(10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang tetah
direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga
penerima manfaat yang telal direkam pada bulan kesatu
sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk
BLT Desa bulan kedua sampai denga! bulan kedua belas tetap
disalurkan sebesa,r kebutuhan BLT Desa setiap bulan.

(11) Bupati bertanggung jawab atas kebenarar perekaman data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat {3), dan ayat (S).

{1) Dalam rangka
Pasal 12

penyampaian dokumen persyaratan
penvaluran sebagaimana dimal<sud dalam pasal 1O ayat (1), Kepala
Lembang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada
Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I berupa peraturan Lembang mengenai APBL:
b. tahap II berupa:

l. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dar capaian kelualan Dana
Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapar
paling sedikit sebesar soyo {lima puluh persen) dan rata_rata
capaian keluaran menunjukkal paling sedikit sebesar 35yo
(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah
drsalLlrkan:

3. peraturan kepala l,embang mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala lembzrng
mengenai penetapar tidak terdapat keluarga penerima
manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dal rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran
2018 di RKL antaJa pemerintah Daerah dan pemerintah
I-emba-ng; dan

c. tahap III berupa:
l. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaraa Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukkan rata_rata realisasi
penl,erapan paling sedikit sebesar 9Oolo (sembilan puluh
persen) dan rata rata capaiai keluaran menunjukkan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh tima persen) dari Dana
Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
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2. lapor.an konvergensi
tahu,, a',gga.a.i".o.,Ji1i11"n- stuntins tinskat l€mbang

(2) Dalam hal l_embang tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggarar:

3.11'-.:i:T :,|'il:'lTi, :''*' ""r"i,, p""ffi *' " oi,r,*,
,.n* o,**.'., ;;:#:1 

avat {1) hurur b penvaluran tahap II

ffi:HT:.;{;ffJ#+jiii..1r;ffj:,ffin jffi ::
tiaa* terseaialuriur;;ff J:l-",1.#;",n, 

kriteria danlatau

Pasal 13
(1) Dalam rangka penyaluran

BLT Desa bulan kesatu sam
dimaksud dalam pasal I l
ketentuan:

Dana Desa tahap I untuk kebutuhan
par dengan bulan ketima sebagaimana
aJat (l), kepala Lcmbang memenuhj

a. pe.s,}ariltan sebagaimana
h u r u r a d an -.,;";'r;# 

tTi,".' 
i, Htr _:il#, j 

rrfl 
::l:manfaat setiap bulan yang bertaku selama ,, f*-iri'"t,orr."untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatukepada Bupati; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulankelima masing_masing bulan disalurkan 
"","r-"?_r 

- 
ipr"Lembarg menyampaikan data realisasi jrmlJ - 

u.i,r..*"penerima manfaat bulan sebelumnya kepaaa eupati.
Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keempatsampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana aim"r."uJ la"mPasal 1l ayat (2) masing-masing butan disalurkan setelah kepatal.embang menyampaikan data realisasi jumlah keluarga ;.;.-"manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

Pen_valuran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I I ayat (3) masing-masing bulan disalurkar setelah kepala
Lembang menyampaikar data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
Kepala l,embang menyampaikan data realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat
minggLl ketiga bulan Desember.
Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) hurufa berupa jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun
sebelumn)a atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
Dalam hal terdapat perubahar peraturan kepala l,embang
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud datam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3,
kepala l€mbang menyampaikan perubahal peraturan kepala

(2)

{3)

(4)

(s)

(6)
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17)

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagial Kesatu
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 15
(11 Pemerintah tambang wajib menganggarkan dan melaksanakan

BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada

keluarga penerima manfaat yarlg paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut:

I-embang d imaksud kepada br
bulan Desember tpati pating lambat minggu ketiga

,I,Tffi ixi 3::i" 
*#ilffi 

;t *':-11 - 

atas. keben aran data rea r i sa si
d i ma ksud o.d.;.iii i"#;"'.iX|,}11 

"ru.T,oro."u 
sebagaimarra

pasal 14llr Dana Desa diprioriraskan penggunaarrnya unluk pemuiihan
,^. :kon ?T i d arr pen gem barr ga. 

".t,"ip.ioJo J jr r.,n ii_.r.,'{2) Pemulhan ekonomi sebalaimana dima-ksud p"a"'rvlii., t, u"*p.jaring pengaman sosial, padat Ka-rya Tunai, o"_i.io.*., "."n"mikro kecil dart menengah, sektor usaha ,"i^rriu., o..,pengembangan potensi l,embang melalui Badaa Usaha Milikl,embang.
(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pengembangan kmbang digital, Lembang wisata, usahabudi daya pertanian, peternal<an, perikanan, ket"I_r^rrn p.rrg".,
dan heu,ani, dan perbaikan fasilitas kesehatan

(.1) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada a],at (2)
berupa BL'l Desa menjadi prrorjtas utama <1a1am penggunaarr
Dana DesaL.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menalggulalgi dampak
pandemi Corona Virus Disease 20l9 (COVID-19).

(6) Pendanaar kegiatan dalam rangka penangalan paldemi COVId_19
sebagairnana dimaksud pada ayat (5) di seluruh L€mbang
ditetapkan paling sedikit 8olo (delapan persen) dari pagu Dana Desa
setiap kmbang, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT
yang merupakal kewenangan Lembang.

(7) Penggunaai Dana Desa sebagaimala dimaksud pada ayat (1)
berpedcman pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana
Desa, yang telah ditetapkan dalam peratural I€mbang tentang
Rencana licrja Pemerintah Lembang Tahun 202 1.
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a. keluarga miskin atal
Lrmbang bersangur..i offuu 

mampu yang berdomisili di
b. tidak masuk penerimr

(pKH), Kanu r;-il;:*:lX'H ffflLf,"IK,jT:Idan program bantuan s
{ 3 ) Daram ; J *;i ";*; 

- 

;.;'JJ: "ilH?i ff HL sebagaimara
1]-*:ro pada ayat (2) merupakan petani, BLT oesa aapat

(4) Rincian Keluarga penerima 
-marlfaat 

sebagaimana dimaksud padaayat 12) berdasarkan L<

peraturan t epala temuang. 
lompok pekerja ditetapkan dengan

(5) Pendataan keruarga penerima marfaat BLT Desa sebagaimana
S.rnarTud pada ayat (2) mempertimba!*urr-;;;;*"0"

._ Kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementeriarlsosial.
(6) Besaran BLT Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1Jditetapkan sebesar Rp3oO.OOo,oo (tiga .utrr" .iU,_r-.uplr-ti1 r.rt.,f.bulan pertama sampai dgngan bulan ke dua belas p". t"trr.gupenerima manfaat_
(7) Pemba-raran BL,l' Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

- 
dilaksanakan selama 12 (dua belas) bula-n mulai bular.lanuari.

(8) Dalam hal tidak terdapat kelLrarga penerima manfaat BLT Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepaja Lembang
menetapkan peraturan kepala Iembang mengenai tidak terdapat
keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataar, penetapandata keluarga penerima manfaat BLT Oi,o J* p"iJr..r"-
penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Desa,Pembangunaa Daerah Teringgat dan Transmigrasi mengenarprioritas penggunaan Dala Desi.

Pasal 16
(11 Kegiatan rang didanai dari Dana Desa berpedoman pada Rencana

Kerja Pernerintah Lembarg (RKp) Tahun 2021.
(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan

secara s*'akeloia dengal menggunakan sumber daya/baian baku
Iokal, dan diupayakan dengan banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat Lembang setempat.

Pasal 17
(1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak

termasuk dalarn prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimal<sud dalam Pasa.l 14 setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan
yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1J

telah terpenuhi.
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{3) Persetujuan Bupati
diberikan pada saat
mengenai APBL.

sebagaimana dimaksud pada
evaluasi rancangan peraturan

ayat (1)

I-embang

{1)

pasal 1g
Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dal diurus oleh L€mbang
berdasarkan kewenangan Lembang.
Prioritas penggunaan Dana Dr
ayat (1) diarahkan untuk progrlii il|iflTTi,:frtl}irr,il:
pencapaian SDGs Desa mela_lui:
a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan I_embang;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Lembang; aanc. adaptasi kebiasaan baru kmbarg.

12)

Pasal 19
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai

kewenangan Lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g avat
(2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGS Desa:
a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik

l,embang/ badan usaha milik l€mbang bersama untukpertumbuhan ekonomi Lembang merata;
b. penyediaan listrik Iembang untuk mewujudkar l€mbarg

berenergi bersih dan terbarukan; dan
c. pengembzLngar usaha ekonomi produktif yang diutamakan

dikelola badan usaha milik Lembang/badan usaha milik lembaig
bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produktif Lembang
sadar lrngkungan.

(2) Penggunaar-r Dana Desa untuk progia,, prioritas nasionai sesuai
kervenangan Lembarg sebagaimana dimaksud dalam pasal lg ayat
(2) hurul b diprioritaskan untuk pencapaian SDGS Desa:
a. pendataan trmbang, penetapan potensi daI sumber daya, dan

pengembangar teknologi informasi dan komunikasi sebagai
upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Lembang;

b. pengembangan l,embang wisata untuk pertumbuhar ekonomi
Lembang merata;

c. penguatan ketalanaa pangan dan pencegahan stunting di
Lembang untuk mewujudkan l,embang tanpa kelaparan; darl

d. Lembang inklusif untuk meningkatkan ketertiban perempuan
Lembang, Lembang damai berkeaditan, serta mewujudkal
kelembagaan Lembang dinamis dan budaya l,embang adaptil

(3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaal baru l_embang
sebagaimana dimaksud dalam pasal lg ayat (2) huruf c
diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
a. mewujudkan trmbang sehat dan sejahtera melalui I€mbang

Aman COVID- 19; dan



b
11T]:.Y Tlo."a tanpa kemiskinan mela_lui BantuanLangsung Tllnai Dana Desa

(4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud dalampasal 14 dilal<sanakar
perundang-undan*arr.' """'"' dengan ketentuan peraturan

_ pasal 20
,r, j:lyp:l prioriras penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksudoatam pasal t4 djbal

Lcmbang 
tas dan disepakati melalui Musyawarah

(2) Musr.allar.ah Lembang 
-lbagaimana 

dimaksud pada ayat (1)menghasiikan kesepakati
Desa ) ans dirLanil; 'a"-', 

T:::;narGiontas 
Penssunaan Dana

' 
" 

ifi ii:il. ;.i,"#il:lT::ilH*" ;J,::flJ.ff1H:.,;:;
,_. mengatur mengenai RKp Lembang.
{4) Dalam penetapan prioritr

dimaksua fi ";;; 11,".:ffilH_l-,iln"T*:lTil:perencanaan pembangunan Lembang 
""""r-- o"ri*"i" uetentuanperaturan perundang,undi

umumpembansu""..""i:ffi l;liff :-:"Ti.ffi T;,.[i:-."
Pasal 21

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksuddalam pasar 16 ayat r2). dilakukan -"trat 
""*"u.r.r" 

o".r*"r.,mendayagunakal sumber daya lokal Irmbang.(2) Swakelola sebagaimana dimaksud paaa 
-?yat 

(1) diutanakanmenggunalar pola padat Karya Tunai Desa.(3) Pendanaan padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimal<sud padaayat (2) diatokasikan untuk upah peke{a -pali"g 

"Jru, ioz 1,r-"
. -. lrlrh persen) dari dana kegiatan padat iarya fU"rir"*.-(4) Dara Desa ),ang digunal<an untut _e.ra".rJ- p"["rnUu.,g^r,

kapasitas masvarakat dilalukan melalui swakelola 
-ol"i 

L"-b"r,g
atau badan kerja sama antar_lembang.

151 Srrakelola ,,leh badan ker
dimaksuci pada ayat (-) iil;il:*il'i"fJh:-r;"Tiffiffi
peraturar peru ndar1 g-undangan.

pasal 22
(1) Pelal<sanaan program dan/atau kegiatar melalui swakelola

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dapat dilakukan
dengan cara keSa sama antar l€mbang dan/atau ker-ja sama
l,embang dengan pihak ketiga dilaksarakar sesuai ketentuan
peraturan perundalrg-undarrgalr.
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(1) Masyarakar Lembang
Penggunaan Dana Desa

12)

(2)

Pasal 23

berpartisipasi dalam penetapan prioritas

Panisipasi masyaJakat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara:
a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas

Penggunaan Dana Desa;
b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan:c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam

dokumen RKp t embang dar ApB Lembang; dard. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan Dana Desa.
Pemerintah Lembang berkewajiban untuk melibatkan masyaral<at
dalam penera;tan prioritas penggunaan Dana Desa.

pasal 24
Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKp L€mbang,
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat
( 1) disusun berdasarkan:
a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
b. aspirasi masyarakat Lcmbang.
RKP Lembang yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomar dalam
penyusunan ApB L€mbang.

(3)

BAB VI
PUBLIKASI, PELAPORAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Publikasi

pasal 25(1) Pemerintah lembang wajib mempublikasikan penetapan prioritas
Penggunaan Dana Desa.

(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;a. hasil musyawarah Lembang; dan
b. data Lembang, peta potensi dan sumber daya pembangunan,

dokumen RPJM kmbang, dokumen RKp tembang, prioritas
Penfgunaan Dana Desa, dan dokumen ApB Lembang.

(2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara I€mbang dengan
kelurahan untuk melaksarakan program dan/atau kegiata-i melalui
sr,",akeloia sel)agaimana dimal<sud pada ayat (i) dilaksirakan sesuai
dengan kcterrl uan per:lturan perundang undargan.

(1)

(2)



(3)

pasal 26
(l) Pubtikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan

ruang publik yang mudah dialses oleh masyarakat l€mbarg.

Bagian kedua
Laporan Prioritas Dala Desa

(2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan
secara swakelola dan partisipatif.

(3) Dalam hal Pemerintah t-embang tidak mempublikasikan penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana
dimaksurl pada ayat (1) Badan permusyawaratan trmbang
menvampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.
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Publikasi APB l€mbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb paling sedikit memuat nama kegiatan, tot<asi tegiatan, aal1
besarart anggaran.

di

Bagian Ketiga
Laporan Realisasi Dana Desa

Pasal 28
(l) Kepata lrmbang membuat laporan realisasi penyerapan dan

capdian keluaran Dana Desa dan taporan konvergensi pencegaiajt
stunting tingkat Lembang adalah sebagai berikut:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

setiap tahap; dan
b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat L€mbang.

(2) Kepzrla lrrlbang membuat surat kuasa pemindahbukuar Dana
Desa dan surat konlirmasih penerimaan penyaluran Da_na Desa
adalah sebagai berikut:

Pasal 27
(1) Kepala Lembang menyampaikan laporan penetapan prioritas

Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian Desa,
Pembangunan dan Transmigrasi Republik Indonesia.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan dalam
bentuk dokumen digita.l menggunakan sistem informasi Desa yang
disedial<an oleh Kementerian Desa, pembargunan, da.n
1'ran smr nqr rsr kepublik Indonesia.

(3) PenYamp_,aian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan paling lama 1 {satu) bulan setelah RKp lembang
ditetapkan.
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a. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; danb. konfirmasi penerimaarr

l€mbang kepada *a"*. 
o"t""- Dana Desa di Rekening Kas

(3) Ketentuanmengenai:
a. Format laporan realisri,;;; ffi , :il:1"'"fi:l"f# .ifi *:::11"Ti:?.Al
b. Formal Iaporan konve

r-embanB scbagaimana 011'lii,o ffi:'.f,t, ;:IH: ,*-*c. Format surat kuasa pemindahbukuan ,uru bl""*""i^r"r*.".dimaksud pada ayat (2) huruf a: dand. Formar konfirmasi oe,

::f 1; q 4i!' ;H.:'-'i:ilH 
"$i't#J"-1ff off ;1"#pacla avar t2l. rercantum o:p_ h-p,lJ -rr 

v.ic;;*pukunbagian trdak rerpisahkan dari peraturan aupaULt.- 
--.-.

{1) Menteri Keuangan ..0. o*"u,uLu}X'"ff., 
""n-0u,.,*.r, 

Keuangandapat melakukan penghentian penyaluran Dana' Desa tahunanggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam halterdapat permasalahan Lembarlg berupa:
a. kepata Lembang melakukan penyalagunaan Dana Desa dan

ditetapkan sebagai tersangka; dan
b. lembang mengalami permasalahan administrasi dan/atau

ketidakjelasan status hukum.
(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum

penyalagunaan Dana Desa yang melibatkan kepala l,embang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa.

{3) Dalam hal kepala Lembang tetah ditetapkan sebagai tersalgka,
Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran
Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbang.rn Keuangan.

(4) liementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan
Keuangan dapat melakukan penghentian penyalural Dana Desa.
berdasarkan
a. surat per-mohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(3); dan
b. surat rekomendasi da-ri kementedan/lembaga terkait atas

Bagian Keempat
Sanksi

permasahan
huruf b.

Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



(5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat perrnohonan
dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat
rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana
climaksud pada ayat {4) huruf b dilakukan mulai penya.luran Dana
Desa tahilp l)erjl(utnya setelah surat dimaksud diterima.

(61 Dillaor h.J surat permohonar dari Bupati sebagaimana dimaksud
pada alat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun
anggaran belalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun
anggaran berikutnya dihentikan.

{7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal perbendaharaan
dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait,

(1) Dana Desa,vans dihentikan ili'rJ3."""r^ sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 a)'at (4), tidal< dapat disalurkan kembali ke RKL.

(2) Lembang vang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksucl tlalam pasal 29 (4) huruf a, berhak mendapat penyalurarl
Dana Desa pada tahun alggaran berikutnya setelah periode
penghentian penyaluran Dana Desa.

(3) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan
penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat
tanggal 30 Juni talun anggaian berjalan.

(4) Surat permohonan pencabutal penghentian penyaluran Da]la
Desa sebagaimana dimal<sud pada ayat {3) diterbitkan setelah
terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status
hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilar yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayar (4) huruf b, dilaksanakan setelah
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal perimbangan Keuangal
menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penya.luran
Dana Desa dari kementeiian/lembaga terkait paling larnbat tangga-l
30 Juni tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal surat perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

diterima setelah tanggal 30 Juni tahun angga-ran berikutnya
sepanjang Dana Desa untuk Irmbang tersebut telah diatokasikan.
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(7) Direklur .Jenderal perimbangan Keuangan berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {3) atau
surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) menerbitkal surat pencabutan penghentian
penyalurar Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perbehdaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/
lembaga terkait.

pasal 31
(lJ Dalam hal Pemerintah Lembalg tidak melaksanakan BLT Desa

selarna 9 (sembitan) bulan pada Tahun Anggaran 2020,
dikenakan sanksi pemotongal Darla Desa sebesar 50yo (lima
pllluh persen) dani Dana Desa yang akall disalurkan pada tahap
1l Tahurr Anggaran 2021.

{2) Pcn\.alLrran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
setiap tahap.

{3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah I_embang sebagairDana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikal dalam hal berdasarkan
hasil musyawarah Lembang khusus/musyawarah insidentil tidak
terdapat calon kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggarar
setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Lembang khusus/musyawaralr insidentil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan
kepala trmbang yang diketahui oleh pemeritah Daerah
Kabupaten atau pejabat ),ang ditunjuk.

(5) Bupati menandai Lembang yang akan dikenakan sanksi
pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
pen_\'allr.an Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaian Negara (OM SPAN).

pasal 32
(1) Dalam hal Pemerintah Lembang tidak melaksalakaa BL? Desa

selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50yo (lima
puluh persen) dari Dana Desa yarlg akan disalurkan pada tahap
II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah Iembang sebagaimarLa
dimaksud pada ayat (11 dikecualikan dalam hal berdasarkan
hasil musj,awarah Lembang khusus/ musyawarah insidentil tldak
terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria.

(3) Hasil mus_yawarah Lembang khusus/musyawarah insidentit
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan da]aln peraturan
kepala Lembang yang diketahui oleh pemeritah Daerah
Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.



(4) Peraturan kepala Lembaag sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan oteh Bupati kepada KppN 
""f"m fp,i-p".,iifr..r,Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Oe"a _"Ufui 

-'llt*a"i
ontine Monitorins Sistem perbendah.r.", ;; ;;;;..rT"**u
lol4 

SPAN) sebasai syarat penyaluran oana o""a ?i[ ti p^a^Tahun Anggaran 2022.

peraturan Bupari ini -"1"r b*h;,1;1ldi3t",,gg"r aiu.,a"r,gr^r,.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahhn lengunaanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tana Toraja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Diundangkan di Makale
pada tanggal 02 ._.e; Ll2t
SEKRETA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

pkan di Makale

02 llaret 2021
TANA TORAJA,

FILUS ALLORERUNG

NDE BURA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NoMoR c]

SEMUEL
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S,FONMAT LAMPIRAN LAPORAN (ONVENGEBSI PENCE64HAN S'U NTING TING(AT DESA

TAPORAN KONVERGE NSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT LEMSANG
TERHAOAP SASARAN 1.@0 HARI PERTAMA KEHI DUPAN (HP(

TAI,IIJN

I

I IAH 1.000 HPX (r8u 23 auLAr{)

ANA(O- 23 BUTAN

1.000 HP(
STUNTIN6

2 HASIt PEIIGUKUiAX IXAi PEiIUMEUflA (DETEXS| o[!t STUIllc)

STUI^III

I XEI"ENGUPAJ{ xot{vEicEt{st PA(EI PEIVCEGAIIAI{ srufin G AAGI HPX

I
2

90
1 IBIJ SEFSAUiI

3
MENGI(I'N I(ON5EUNG |aIJ

5

6 t8u AXSESMEMIUTI
tSlJ MEMIU(I

8 MEMIUXI XESTHATAN
1 ustA <\2
2 OMMEAIIG 6ENAT SEnAP
1 DIUXUi

2 S6IAHUN
MEI{Gl(UN XONSEUftG Gla

5 Gtzt
5 G2 lx ATSESN]tEMIUXI

G2 I}l MEMIUK
8 ttG2 XESIHA
9 G2 nl

{).2:I OUIAN

IC2 TAHUN)

MCNGI(tIN PAREiTNNG

>2 5 TAIJUN
1 >2+ TAHUN ATNF DATAM XEGIATAN PAI,'D MINIMAT ;

5. PEITGGUI{AAX DTSA PENCEGAHAI{ sTUI{'llC

STUMNNGxHllsus

1 %

2

4. TIIIGXAr (ONVERGEI{SI I.EMEAXG

,UMLAH INDIXATONNOMON
omntMA

DrIEfuMA1 XONVER6ENSI

2 G12 Sur N
TIINGKA XONVEiGENSI UMBANG

KEVNEsTI

1.000
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C. FORMAT LAMPIRAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

BUPATI TANA TORAJA

Nama

Jabatan

Alamat

Alamat :

Untuk meLakukan
Dana Deaa tersebut

Yang selanjutnya disebut sebagai pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama Kepala KPpN .......

Selaku KpA
Dana Desa

Penyalu Dana Alokasi Khusus Fisik dan
ran

p"*ololg"r, Dara Desa dan menyalurkan hasilkepada Kas Lembang pada sedap tahap.
Surat kuasa ini berlalu untuk tahun anggaran

pemotongan

tanggal

Rp.10.ooO

SURA? KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandargan dibawah ini:

: Bupati Tana Toraja



O. FOiMAT LAMPIRAN XONFIRMASI PENERIMAAN PENYAIUiAN DAIIA DESA

FORMAT LEMSAR (ONttRMASt pENERTMAA pENYALURAN DANA
DESA OIRErcNrc KAS LEMSANG

TANGGATTERIMA TERBILANG

It

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TOR,I]A
KECAMATAN

I,EMBANG

Xep:la rGrto. pet.yanan perbendaharaan Ne&ra, O,renorat Jenderat
Perbe.daharaan setatu penenma ltuas. Bup.tiTand torala

Penyaluran Oana Hasfl pemotongan Daha DesaTahun Angga.an 2021(abupate. Tana ToEj..

Oana tersebut retah dite.ima pada

--...._................_...._..,tangtat..._...,....,..._.........,,..,


